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PENETAPAN
Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Utj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 1407024611820001, Tempat Tanggal Lahir Sinaboi 06
November 1982, Agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rokan Hilir, Alamat JI. Poros, RT. 002, RW.
002, Kepenghuluan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya : ALBEN, S.H. dan AL MIZAN,
S.H., Advokat-advokat pada Law Office ALBEN TAJUDIN
& Partners beralamat di JI. Rambutan, Pematang
Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan
Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode
Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
024/AT-Adv/I1/2024, tertanggal 29 Februari 2024, sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK 1403091801890002, Tempat Tanggal Lahir Duri 18
Januari 1989, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat JI. Poros, RT.002, RW.002,
Kepenghuluan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi,

Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;
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Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2024 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor
182/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 4 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat
dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 19
Januari 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/1/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada
tanggal 19 Januari 2017;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup
sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai Mati;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua
Penggugat di Jl. Poros, RT.002, RW.002, Kepenghuluan Sungai Nyamuk,
Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai akhirnya
Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang
Tergugat tinggal di JI. Poros, RT.002, RW.002, Kepenghuluan Sungai
Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,
sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersama di JI. Poros,
RT.002, RW.002, Kepenghuluan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat
dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan badan layaknya suami isteri (ba’da dukhul);

5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak yang bernama Anak, yang lahir pada tanggal 07 Mei 2018;

6. Bahwa dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat

dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri
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walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat
diselesaikan;
7. Bahwa sejak awal tahun 2018 hingga saat ini hubungan perkawinan
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi
perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain:
7.1.Tergugat jarang dalam memberi nafkah untuk Penggugat;
7.2.Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga ada
orang yang datang menagih hutang ke Penggugat;

7.3.Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli pada saat Penggugat
melahirkan anak;

7.4.Tergugat sering keluar malam dan meninggalkan Penggugat di rumah
sendirian;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
pada tanggal 18 Mei 2018, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada
kecocokan lagi, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di Jl. Poros, RT.002,
RW.002, Kepenghuluan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah
kediaman bersama di JI. Poros, RT.002, RW.002, Kepenghuluan Sungai
Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan
sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal
bersama selama lebih kurang 6 (enam) tahun;

9. Bahwa sejak tanggal 18 Mei 2018 hingga saat ini Tergugat juga tidak pernah
memberi nafkah lahir dan bhatin kepada Penggugat;

10.Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga,
tapi tidak berhasil;

11.Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk
memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang
Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian,

karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi
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perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup
rukun di dalam berumahtangga dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Intruksi
Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat
telah melanggar Pasal 116 huruf b Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam,
sebagaimana disebutkan dalam kaidah Figh “Kemudlaratan/kesulitan itu
harus dilenyapkan” (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi
Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-
kesulitan yang lebih besar;

12.Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut
peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia

Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan

untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar

keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,

Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
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wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang
telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan
yang sabh;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut
gugatannya karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum
memiliki Surat ljin Perceraian dari Atasan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi
di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap
telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah
seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut
gugatannya karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum
memiliki Surat ljin Perceraian dari Atasan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada
tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya,
maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Ry;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
182/Pdt.G/2024/PA.Utj dari Penggugat;
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2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk
mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Adam Wahid Pangaji,
Lc., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. dan Rizal Sidiq
Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para
pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin,
S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Ketua,

Adam Wahid Pangaiji, Lc., M.S.1.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. Rizal Sidig Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.
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Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,00,-
Biaya Proses : Rp 75.000,00,-
Biaya Pemanggilan . Rp 56.000,00,-
Biaya PNBP : Rp 30.000,00,-

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-
Biaya Meterai . Rp 10.000,00,-
Jumlah : Rp 211.000,00,-
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